
PENERAPAN ARSITEKTUR SPBE UNTUK 

KETERPADUAN LAYANAN DIGITAL NASIONAL



ARAHAN STRATEGIS MENTERI PANRB PADA SPBE SUMMIT 2023
JAKARTA, 20 MARET 2023

Pembangunan Layanan Digital berbasis Masyarakat 
(citizen centric).

Penguatan Tim Koordinasi SPBE Instansi menjadi
Digital Transformation Agent (DTA) dalam
memastikan manajemen perubahan dan 
operasional layanan digital.

Moratorium Pembangunan Aplikasi dan 
mengutamakan peningkatan efektivitas
pemanfaatan aplikasi yang telah beroperasi.

Konsolidasi Aplikasi menjadi Platform Digital Terpadu, 
baik di inter maupun antar instansi pusat dan daerah.

Penyederhanaan proses bisnis menuju Tematik
Layanan Digital.

Interoperabilitas Data dan Aplikasi melalui
Pemanfaatan Arsitektur SPBE.
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Ruang Lingkup:

➢ Tata Kelola SPBE

➢ Manajemen SPBE

➢ Audit TIK

➢ Penyelenggara SPBE

➢ Percepatan SPBE

➢ Pemantauan & Evaluasi SPBE

DASAR HUKUM E-GOV & SPBE

Inpres No. 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional 
Pengembangan E-Government

Perpres No. 95 Tahun 2018 
tentang Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik

ditetapkan Presiden Joko Widodo 
pada tanggal 2 Oktober 2018



Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

adalah penyelenggaraan pemerintahan yang 

memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi

untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.

DEFINISI SPBE
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Untuk meningkatkan
keterpaduan pelaksanaan

Tata Kelola SPBE, 
Manajemen SPBE, dan 

Audit TIK, serta
pemantauan dan evaluasi

SPBE nasional dibentuk Tim 
Koordinasi SPBE Nasional.
[Pasal 59 ayat (1) Perpres

95/2018 tentang SPBE]

02

Menteri
PPN/

Bappenas

Menteri 
Kominfo

Kepala
BRIN

Kepala
BSSN

Menteri 
Keuangan

Menteri 
Dalam
NegeriMENTERI 

PANRB
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Tim Koordinasi SPBE 
Nasional mempunyai tugas
melakukan koordinasi dan 
penerapan kebijakan SPBE 
pada Instansi Pusat dan 
Pemerintah Daerah.
[Pasal 59 ayat (3) Perpres
95/2018 tentang SPBE]

TIM KOORDINASI SPBE NASIONAL



MANAJEMEN SPBE

1. MANAJEMEN RISIKO → Peraturan Menteri PANRB No. 5 Tahun 2020

2. MANAJEMEN KEAMANAN INFORMASI → Peraturan BSSN No. 4 Tahun 2021 

3. MANAJEMEN DATA → Peraturan Menteri PPN/Bappenas No. 16 Tahun 2020

4. MANAJEMEN ASET TIK→ Peraturan Menteri Kominfo

5. MANAJEMEN SDM → Peraturan Menteri PANRB

6. MANAJEMEN PENGETAHUAN → Peraturan BRIN 

7. MANAJEMEN PERUBAHAN → Peraturan Menteri PANRB

8. MANAJEMEN LAYANAN SPBE→ Peraturan Menteri Kominfo



AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI & KOMUNIKASI

Audit TIK adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi

bukti secara objektif terhadap aset teknologi informasi dan komunikasi dengan

tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara teknologi informasi dan 

komunikasi dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan. 

[Pasal 1 angka 25, Perpres 95/2018]

Audit TIK → Peraturan Menteri Kominfo Nomor 16 Tahun 2022 tentang

Kebijakan Umum Penyelenggaraan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi

➢ Audit Infrastruktur SPBE → Peraturan BRIN

➢ Audit Aplikasi SPBE → Peraturan BRIN

➢ Audit Keamanan SPBE → Peraturan BSSN



Surat Edaran Menteri PANRB No. 18 Tahun 2022 
tentang Keterpaduan Layanan Digital Nasional melalui

Penerapan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE

Dimaksudkan sebagai arahan yang mendorong IPPD untuk
melakukan penyusunan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE 

sebagai dasar penerapan SPBE pada lingkup IPPD masing-masing.   

Bertujuan untuk memastikan keterpaduan penerapan SPBE di 
tingkat instansi pusat, pemerintah daerah, maupun nasional, 

guna terwujudnya layanan digital nasional yang terpadu
sebagai upaya peningkatan kualitas layanan pemerintah, baik

layanan administrasi pemerintah maupun layanan publik. 



Arsitektur SPBE Nasional memuat: 

1. Arah kebijakan dan strategi;

2. Kerangka kerja Arsitektur SPBE Nasional;

3. Referensi Arsitektur SPBE Nasional;

4. Domain Arsitektur SPBE Nasional; dan

5. Inisiatif Strategis Arsitektur SPBE Nasional.

PERPRES 132/2022 TENTANG

ARSITEKTUR SPBE NASIONAL 

TELAH DITETAPKAN OLEH 

PRESIDEN JOKO WIDODO PADA 

20 DESEMBER 2022



R-INPRES TENTANG PERCEPATAN PENERAPAN 

ARSITEKTUR SPBE NASIONAL UNTUK MENCAPAI 

KETERPADUAN LAYANAN DIGITAL NASIONAL

➢ Diktum Pertama: perintah umum yang ditujukan kepada seluruh pimpinan instansi pemerintah;

➢ Diktum Kedua: perintah untuk melaksanakan tahapan waktu penerapan;

➢ Diktum Ketiga: perintah khusus kepada masing-masing instansi (kemenko, kementerian, LPNK, dan LNS); 

➢ Diktum Keempat: perintah terkait pendanaan dalam pelaksanan Inpres ini;

➢ Diktum Kelima: perintah untuk melakukan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian, serta pelaporan; dan

➢ Diktum Keenam: perintah untuk melaksanakan Inpres ini dengan penuh tanggung jawab. 



R-INPRES TENTANG 

PERCEPATAN PENERAPAN 

ARSITEKTUR SPBE NASIONAL 

UNTUK MENCAPAI KETERPADUAN 

LAYANAN DIGITAL NASIONAL

DIKTUM PERTAMA 

(INSTRUKSI KEPADA 

SELURUH PIMPINAN 

INSTANSI PUSAT DAN 

KEPALA DAERAH) →



Kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi

proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, 

aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk

menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi.

DEFINISI

Disusun untuk jangka waktu 5 tahun

JANGKA WAKTU

• Arsitektur SPBE Nasional (Perpres 132/2022)

• Arsitektur SPBE Instansi Pusat

• Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah

TERDIRI DARI

Tata Kelola SPBE

Manajemen SPBE

Domain Keamanan SPBE

Domain 
Aplikasi 

SPBE

Domain Layanan SPBE

Tujuan dan Sasaran SPBE

Visi dan Misi SPBE

Arsitektur SPBE

Domain 
Infrastruktur SPBE

Domain Data dan 
Informasi

Domain Proses 
Bisnis

ARSITEKTUR SPBE DALAM KERANGKA KERJA SPBE



Referensi Arsitektur

Proses Bisnis

Referensi Arsitektur

Layanan

Referensi Arsitektur

Data dan Informasi

Referensi Arsitektur

Aplikasi

Referensi Arsitektur

Keamanan

Domain Arsitektur

Proses Bisnis

Domain Arsitektur

Data dan Informasi

Domain Arsitektur

Layanan

Domain Arsitektur

Aplikasi

Domain Arsitektur

Infrastruktur

Domain Arsitektur

Keamanan

Referensi Arsitektur

Infrastruktur

Identifikasi layanan digital terintegrasi Dukungan TIK Terintegrasi

KETERKAITAN ANTAR DOMAIN ARSITEKTUR SPBE



INSTANSI PENGAMPU MASING-MASING 

DOMAIN ARSITEKTUR SPBE

DOMAIN 
PROSES BISNIS

DOMAIN 
LAYANAN SPBE

DOMAIN DATA 
& INFORMASI

DOMAIN 
APLIKASI SPBE

DOMAIN 
INFRASTRUKTUR 

SPBE

DOMAIN 
KEAMANAN 

SPBE



ENTERPRISE ARCHITECTURE (REFERENSI INTERNASIONAL)

Enterprise Architecture Framework merupakan perancangan keselarasan antara bisnis dan teknologi, 
sehingga tercipta layanan yang terintegrasi untuk mewujudkan tujuan di setiap organisasi dan perusahaan.



ENTERPRISE ARCHITECTURE (REFERENSI INTERNASIONAL)

Pada umumnya setiap negara menyusun Government Enterprise Architecture (GEA) sesuai dengan
karakteristik atau kebutuhan secara spesifik. 

GEA suatu negara tidak dapat langsung diimplementasi oleh negara lain.



KETERHUBUNGAN ANTAR-INSTANSI

MASYARAKAT 

MEMANDANG PEMERINTAH 

SEBAGAI SATU KESATUAN

ASN MELAYANI TANPA 

TERBATAS PADA SEKAT 

STRUKTUR INSTANSI

BAGAIMANA ARSITEKTUR SPBE AKAN MENGINTEGRASIKAN 

PEMERINTAHAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (ILUSTRASI)



menghemat

& bekerja

dengan giat

PERSONAL/INDIVIDUAL 

ARCHITECTURE (ANALOGI)

AS-IS TO-BE AS-IS TO-BE

VISI/CITA-CITA:

KESEHATAN, PENDIDIKAN, 

FINANSIAL

CONTOH DUKUNGAN TIK:

gadget (handphone, tablet, 

smartwatch, laptop), aplikasi, 

dan lain-lain. 

olahraga, 

menjaga

pola makan, 

& pola tidur

belajar

mandiri & 

mengikuti

pelatihan



Tata Kelola SPBE

Manajemen SPBE

Layanan SPBE

Infrastruktur SPBE

Aplikasi SPBE

Keamanan SPBE

Audit TIK

APA YANG HARUS DISUSUN OLEH 

INSTANSI PUSAT & PEMERINTAH DAERAH

Tata Kelola SPBE

Manajemen SPBE

Domain Keamanan SPBE

Domain 
Aplikasi 

SPBE

Domain Layanan SPBE

Tujuan dan Sasaran SPBE

Visi dan Misi SPBE

Arsitektur SPBE

Domain 
Infrastruktur SPBE

Domain Data dan 
Informasi

Domain Proses 
Bisnis

DOKUMEN 

ARSITEKTUR SPBE 

(AS-IS)
DOKUMEN 

PETA RENCANA SPBE

Tata Kelola SPBE

Manajemen SPBE

Domain Keamanan SPBE

Domain 
Aplikasi 

SPBE

Domain Layanan SPBE

Tujuan dan Sasaran SPBE

Visi dan Misi SPBE

Arsitektur SPBE

Domain 
Infrastruktur SPBE

Domain Data dan 
Informasi

Domain Proses 
Bisnis

DOKUMEN 

ARSITEKTUR SPBE 

(TO-BE)



SILO

DUPLICATION

NON-
STANDARD

TANPA ARSITEKTUR SPBE (ILUSTRASI)



CITIZEN-CENTRIC

EFFECTIVE & 

EFFICIENT

INTEGRATED

DENGAN ARSITEKTUR SPBE (ILUSTRASI)



• Memberikan panduan dalam pelaksanaan integrasi proses bisnis, data dan informasi, 

aplikasi SPBE, infrastruktur SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan

operasional layanan pemerintah yang terpadu secara nasional.

• Mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, aplikasi SPBE, 

infrastruktur SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan pemerintah

yang terintegrasi. 

MAKSUD DAN TUJUAN

DISUSUNNYA ARSITEKTUR SPBE



Domain Arsitektur

Komponen arsitektur yang 
menjelaskan substansi arsitektur

Mengidentifikasi target pengembangan 
dan target interoperabilitas berdasarkan 

pada masing-masing area

Domain Arsitektur Bisnis, Data dan Informasi, 
Layanan, Aplikasi, Infrastruktur, dan 

Keamanan

Referensi Arsitektur
Suatu model yang menggambarkan

komponen dasar dari arsitektur standar
yang digunakan sebagai acuan penyusunan

setiap domain arsitektur.

Untuk mengidentifikasi layanan yang 
redundan dan serupa, dukung layanan 

bersama dan interoperabilitas antar sistem 
dan berikan panduan untuk memfasilitasi 

aplikasinya

Referensi Arsitektur Bisnis, Data dan 
Informasi, Layanan, Aplikasi, Infrastruktur, 

dan Keamanan
Metadata Arsitektur

Informasi terstruktur yang 
mendeskripsikan dan menjelaskan

mengenai domain arsitekturnya

Mendefinisikan elemen pemodelan (konsep, 
relasi, batasan) yang mampu menggambarkan

hubungan antara ketiganya.

Metadata, Atribut, dan Relasi Metadata

3 KOMPONEN PENYUSUN 
ARSITEKTUR SPBE



Permodelan Kerangka Kerja Arsitektur SPBE

pada Sistem Informasi Arsitektur SPBE

SISTEM INFORMASI ARSITEKTUR (SIA) SPBE



PENGISIAN ARSITEKTUR SPBE
PADA SISTEM INFORMASI ARSITEKTUR SPBE

Referensi

Domain Arsitektur

Metadata



Metadata

Domain Arsitektur

PENGISIAN ARSITEKTUR SPBE
PADA TEMPLATE EXCEL



REFERENSI ARSITEKTUR PROSES BISNIS

STRUKTUR REFERENSI

Referensi Arsitektur Proses Bisnis

Tingkat 1 (Sektor Pemerintahan)

Tingkat 2 (Urusan Pemerintahan)

Tingkat 3 (Fungsi Pemerintahan)

Tingkat 4 (Sub Fungsi Pemerintahan)

SPBE Nasional

SPBE Instansi Pusat
SPBE Pemerintah Daerah

RAB.01.01 - Pertahanan

RAB.01.02 - Urusan luar negeri

RAB.02.01 - Industri

RAB.02.02 - Perdagangan

RAB.02.03 - Pertanian 

RAB.02.04 - Perkebunan

RAB.02.05 - Peternakan

RAB.02.06 - Perikanan

RAB.02.07 - Badan usaha milik negara

RAB.02.08 - Investasi

RAB.02.09 - Koperasi

RAB.02.10 - Usaha kecil dan menengah

RAB.02.11 - Pariwisata

RAB.03.01 - Pekerjaan umum

RAB.03.02 - Transmigrasi

RAB.03.03 - Transportasi

RAB.03.04 - Perumahan

RAB.03.05 - pembangunan kawasan atau 

daerah tertinggal

RAB.03.06 - Pertanahan

RAB.03.07 - Kependudukan

RAB.04.01 - Kesehatan

RAB.04.02 - Sosial

RAB.04.03 - Pemberdayaan perempuan

RAB.05.01 - Hukum

RAB.05.02 - Keamanan

RAB.05.03 - Hak asasi manusia

RAB.06.01 - Pendidikan

RAB.06.02 - Ketenagakerjaan

RAB.06.03 - Ilmu pengetahuan

RAB.06.04 - Teknologi

RAB.06.05 - Pemuda

RAB.06.06 - Olahraga

RAB.07.01 - Pertambangan

RAB.07.02 - Energi

RAB.07.03 - Kehutanan

RAB.07.04 - Kelautan

RAB.07.05 - Lingkungan hidup

RAB.08.01 - Agama

RAB.08.02 - Kebudayaan

RAB.09.01 - Dalam negeri

RAB.09.02 - Keuangan

RAB.09.03 - Informasi

RAB.09.04 - Komunikasi

RAB.09.05 - Perencanaan pembangunan nasional

RAB.09.06 - Aparatur negara

RAB.09.07 - Kesekretariatan negara

RAB.01 - Pertahanan dan Luar Negeri

RAB.02 - Ekonomi dan Industri

RAB.03 - Pembangunan Kewilayahan

RAB.04 - Perlindungan Sosial dan Kesehatan

RAB.05 - Ketertiban Umum dan Keselamatan

RAB.06 - Pendidikan dan Tenaga Kerja

RAB.07 - Lingkungan dan Sumber Daya Alam

RAB.08 - Budaya dan Agama

RAB.09 - Pemerintahan Umum

Sektor Pemerintahan Urusan Pemerintahan

TAKSONOMI REFERENSI



REFERENSI ARSITEKTUR LAYANAN SPBE

Referensi Arsitektur Layanan

Tingkat 1 (Domain Layanan)

Tingkat 2 (Area Layanan)

Tingkat 3 (Kategori Layanan)

Tingkat 4 (Sub Kategori Layanan)

SPBE Nasional

SPBE Instansi Pusat
SPBE Pemerintah Daerah

STRUKTUR REFERENSI

TAKSONOMI REFERENSI



REFERENSI ARSITEKTUR DATA & INFORMASI
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Referensi Arsitektur Data dan Informasi

Tingkat 1 (Data Pokok)

Tingkat 2 (Data Tematik)

Tingkat 3 (Data Topik)

Tingkat 4 (Data Sub Topik)

SPBE Nasional

SPBE Instansi Pusat
SPBE Pemerintah Daerah

RAD.01.01 - Data Pertahanan

RAB.01.02 - Data Urusan luar negeri

RAD.02.01 - Data Industri

RAD.02.02 - Data Perdagangan

RAD.02.03 - Data Pertanian 

RAD.02.04 - Data Perkebunan

RAD.02.05 - Data Peternakan

RAD.02.06 - Data Perikanan

RAD.02.07 - Data Badan usaha milik negara

RAD.02.08 - Data Investasi

RAD.02.09 - Data Koperasi

RAD.02.10 - Data Usaha kecil dan menengah

RAD.02.11 - Data Pariwisata

RAD.03.01 - Data Pekerjaan umum

RAD.03.02 - Data Transmigrasi

RAD.03.03 - Data Transportasi

RAD.03.04 - Data Perumahan

RAD.03.05 - Data pembangunan kawasan atau 

daerah tertinggal

RAD.03.06 - Data Pertanahan

RAD.03.07 - Data Kependudukan

RAD.04.01 - Data Kesehatan

RAD.04.02 - Data Sosial

RAD.04.03 - Data Pemberdayaan perempuan

RAD.05.01 - Data Hukum

RAD.05.02 - Data Keamanan

RAD.05.03 - Data Hak asasi manusia

RAD.06.01 - Data Pendidikan

RAD.06.02 - Data Ketenagakerjaan

RAD.06.03 - Data Ilmu pengetahuan

RAD.06.04 - Data Teknologi

RAD.06.05 - Data Pemuda

RAD.06.06 - Data Olahraga

RAD.07.01 - Data Pertambangan

RAD.07.02 - Data Energi

RAD.07.03 - Data Kehutanan

RAD.07.04 - Data Kelautan

RAD.07.05 - Data Lingkungan hidup

RAD.08.01 - Data Agama

RAD.08.02 - Data Kebudayaan

RAD.09.01 - Data Dalam negeri

RAD.09.02 - Data Keuangan

RAD.09.03 - Data Informasi

RAD.09.04 - Data Komunikasi

RAD.09.05 - Data Perencanaan

pembangunan nasional

RAD.09.06 - Data Aparatur negara

RAD.09.07 - Data Kesekretariatan negara

RAD.01 - Informasi Pertahanan dan Luar Negeri

RAD.02 - Informasi Ekonomi dan Industri

RAD.03 - Informasi Pembangunan Kewilayahan

RAD.04 - Informasi Perlindungan Sosial

dan Kesehatan

RAD.05 - Informasi Ketertiban Umum

dan Keselamatan

RAD.06 - Informasi Pendidikan dan Tenaga Kerja

RAD.07 - Informasi Lingkungan dan

Sumber Daya Alam

RAD.08 - Informasi Budaya dan Agama

RAD.09 - Informasi Pemerintahan Umum

Sektor Pemerintahan Urusan Pemerintahan

RAD.10.01 - Data Kebijakan Pemerintah

RAD.10.02 - Data Manajemen Kegiatan

RAD.10.03 - Data Kewilayahan

RAD.10.04 - Data Dukung Lainnya

RAD.10 - Data Pendukung Umum

STRUKTUR REFERENSI

TAKSONOMI REFERENSI



REFERENSI ARSITEKTUR INFRASTRUKTUR SPBE

Referensi Arsitektur Infrastruktur SPBE

Tingkat 1 (Domain Infrastruktur)

Tingkat 2 (Area Infrastruktur)

Tingkat 3 (Kategori Infrastruktur)

Tingkat 4 (Sub Kategori Infrastruktur)

SPBE Nasional

Domain Arsitektur Infrastruktur SPBE

Platform

Sistem Integrasi

Fasilitas Komputasi

Pusat Data Nasional Pusat Kendali

Sistem Penghubung Layanan (SPL) Pemerintah

Jaringan Intra Pemerintah

Jaringan Intra Instansi Pusat
Jaringan Intra Pemerintah

Daerah

Pusat Komputasi

Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi

SPL Instansi Pusat SPL Pemerintah Daerah

Komputasi Awan

Taksonomi ReferensiStruktur Referensi

Tata Kelola SPBE

Manajemen SPBE

Domain Keamanan SPBE

Domain 
Aplikasi 

SPBE

Domain Layanan SPBE

Tujuan dan Sasaran SPBE

Visi dan Misi SPBE

Arsitektur SPBE

Domain 
Infrastruktur SPBE

Domain Data dan 
Informasi

Domain Proses 
Bisnis



REFERENSI ARSITEKTUR APLIKASI SPBE
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Taksonomi ReferensiStruktur Referensi

Referensi Arsitektur Aplikasi

Tingkat 1 (Domain Aplikasi)

Tingkat 2 (Area Aplikasi)

Tingkat 3 (Kategori Aplikasi)

Tingkat 4 (Sub Kategori Layanan)

SPBE Nasional

SPBE Instansi Pusat
SPBE Pemerintah Daerah

(Sub Kategori Aplikasi)

Domain Arsitektur Aplikasi SPBE

Aplikasi Umum

Aplikasi Khusus

Aplikasi Umum Layanan Publik

Aplikasi Khusus
Misi Tertentu

Aplikasi Umum Administrasi Pemerintahan

Aplikasi Khusus
Fungsi Tertentu

Tata Kelola SPBE

Manajemen SPBE

Domain Keamanan SPBE

Domain 
Aplikasi 

SPBE

Domain Layanan SPBE

Tujuan dan Sasaran SPBE

Visi dan Misi SPBE

Arsitektur SPBE

Domain 
Infrastruktur SPBE

Domain Data dan 
Informasi

Domain Proses 
Bisnis



REFERENSI ARSITEKTUR KEAMANAN SPBE

Referensi Arsitektur Keamanan SPBE

Tingkat 1 (Domain Keamanan)
SPBE Nasional

Tingkat 2 (Area Keamanan)

Domain Arsitektur Keamanan SPBE

Standar Keamanan

Penerapan Keamanan

Kelaikan Keamanan

Taksonomi Referensi
Struktur Referensi

Tata Kelola SPBE

Manajemen SPBE

Domain Keamanan SPBE

Domain 
Aplikasi 

SPBE

Domain Layanan SPBE

Tujuan dan Sasaran SPBE

Visi dan Misi SPBE

Arsitektur SPBE

Domain 
Infrastruktur SPBE

Domain Data dan 
Informasi

Domain Proses 
Bisnis
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RELASI METADATA
ARSITEKTUR SPBE



LAYANAN PENANGANAN PERKARA 
TINDAK PIDANA TERPADU BERBASIS 
TEKNOLOGI INFORMASI (SPPT-TI)

R   E   L   A   S   I

PERMODELAN SEDERHANA (GAMBARAN) 
KERANGKA INTEGRASI DOMAIN ARSITEKTUR SPBE



Layanan SPBE

Proses BisnisData dan 
Informasi

Aplikasi SPBE

Infrastruktur SPBE

Keamanan SPBE

Pusat Data

Data Bidang Usaha 
(berdasarkan KBLI)

Layanan Perizinan Berusaha
Terintegrasi secara Elektronik

Online Single 
Submission 

(OSS) 

SPL
Jaringan

Intra

Standar Keamanan→
Perban BSSN 4/2021

IT Security 
Assesement

Audit Keamanan

Sertifikat StandarPenyederhanaan
Persyaratan Berusaha

NIB

Data Pelaku Usaha 
(orang perseorangan

atau badan usaha)

Data Persyaratan Dasar (KKPR, 
Persetujuan Lingkungan, 

Persetujuan Bangunan Gedung)

Data/Informasi Lokasi Usaha 
(KI, KEK, KPBPB, PSN, RTR)

Kemenves/BKPM DPMPTSP

Fasilitas Berusaha

NIB
Penyederhanaan

Persyaratan Berusaha
Fasilitas

Berusaha
Sertifikat
Standar

PERMODELAN SEDERHANA (GAMBARAN) 
KERANGKA INTEGRASI DOMAIN ARSITEKTUR SPBE

PENINGKATAN INVESTASI

INSTANSI PUSAT

PEMERINTAH DAERAH

DINAS PENANAMAN MODAL DAN 
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)



K E T E R P A D U A N  L A Y A N A N  D I G I T A L  N A S I O N A L

MELALUI PENERAPAN ARSITEKTUR SPBE



PEMPROV JAWA TENGAH & PEMKAB/PEMKOT-NYA

No. Nama Instansi

Indeks

(Evaluasi

SPBE 2021)

Indeks

(Pemantauan

SPBE 2022)

Indikator 11 

(Arsitektur

SPBE - 2022)

1. Pemprov Jawa Tengah 2,74 3,34 3

2. Pemkab Semarang 2,36 2,13 2

3. Pemkab Kendal 3,27 2,93 2

4. Pemkab Demak 3,19 - -

5. Pemkab Grobogan 2,51 3,37 1

6. Pemkab Pekalongan 2,63 2,62 2

7. Pemkab Batang 3,24 2,85 1

8. Pemkab Tegal 2,55 3,07 3

9. Pemkab Brebes 2,34 2,40 1

10. Pemkab Pati 2,75 - -

11. Pemkab Kudus 2,53 3,38 3

12. Pemkab Pemalang 2,49 2,23 3



PEMPROV JAWA TENGAH & PEMKAB/PEMKOT-NYA

No. Nama Instansi

Indeks

(Evaluasi

SPBE 2021)

Indeks

(Pemantauan

SPBE 2022)

Indikator 11 

(Arsitektur

SPBE - 2022)

13. Pemkab Jepara 3,04 3,14 2

14. Pemkab Rembang 2,76 3,19 3

15. Pemkab Blora 2,80 2,36 1

16. Pemkab Banyumas 2,73 2,60 1

17. Pemkab Cilacap 2,81 2,87 2

18. Pemkab Purbalingga 2,23 3,20 2

19. Pemkab Banjarnegara 2,42 2,86 2

20. Pemkab Magelang 2,67 3,13 1

21. Pemkab Temanggung 2,78 - -

22. Pemkab Wonosobo 2,32 2,90 2

23. Pemkab Purworejo 2,34 2,80 1

24. Pemkab Kebumen 3,05 3,44 3



PEMPROV JAWA TENGAH & PEMKAB/PEMKOT-NYA

No. Nama Instansi

Indeks

(Evaluasi

SPBE 2021)

Indeks

(Pemantauan

SPBE 2022)

Indikator 11 

(Arsitektur

SPBE - 2022)

25. Pemkab Klaten 2,74 - -

26. Pemkab Boyolali 2,82 - -

27. Pemkab Sragen 3,03 3,10 1

28. Pemkab Sukoharjo 2,93 3,42 1

29. Pemkab Karanganyar 2,40 3,32 2

30. Pemkab Wonogiri 2,80 3,34 3

31. Pemkot Semarang 2,98 3,38 2

32. Pemkot Salatiga 2,34 2,84 3

33. Pemkot Pekalongan 2,82 - -

34. Pemkot Tegal 2,39 3,05 1

35. Pemkot Magelang 2,71 2,67 2

36. Pemkot Surakarta 2,75 3,73 3



FORM BINWAS PEMPROV JATENG

tinyurl.com/ArsPemdaSPBE
Surat Edaran Menteri PANRB No. 18 Tahun 2022: pemerintah daerah provinsi 

mendorong dan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyusunan dan 

pengelolaan Arsitektur SPBE pada pemerintah daerah kabupaten/kota di wilayahnya.

[Isi Edaran, poin d]

Perpres No. 132 Tahun 2022: kepala daerah menetapkan Arsitektur SPBE 

Pemerintah Daerah dengan keputusan kepala daerah paling lambat tahun 2023.

[Pasal 3 ayat (5)]



TERIMA KASIH
“Sinergi dan kolaborasi dari

seluruh stakeholder terkait

sangat menentukan

keberhasilan penerapan SPBE.”
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